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BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 38 TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya
Alokasi Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi
dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja
Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud
dalam Keputusan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik
Indonesia Nomor : 210/P/2021 Tahun 2021
tentang Sekolah Penerima Dana Bantuan
Operasional Sekolah Kinerja dan Bantuan
Operasional Sekolah Afirmasi Tahun Anggaran
2021, dan Surat Bupati Tapin Nomor
420/1062-PTK/Disdik = Perihal Permohonan
Penambahan Alokasi Dana Tambahan
Penghasilan Guru Tahun Anggaran 2021 serta
Penyesuaian Gaji, Tunjangan dan Tambahan
Penghasilan Aparatur Sipil Negara Kabupaten
Tapin Tahun 2021, maka dalam rangka untuk

kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud,



Mengingat

1.

perlu melakukan penyesuaian anggaran dengan
melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati
Tapin Nomor 38 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
setelah penetapan Peraturan Daerah Kabupaten
Tapin Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2021;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Tapin Nomor 38 Tahun 2021
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2021;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5340);



13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4972),
sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019



17.

18.

19.

20.

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan
Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62
Tahun 2017 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1067);



21.

22.

23.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban  Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 630),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
Tertib  Administrasi Pengajuan, Penyaluran,
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan
Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman  Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



24.

25.

26.

27.

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah
diubah  beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin

Tahun 2015 Nomor 09);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01
Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah

Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12
Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05);



28.

29.

30.

31.

32.

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin
(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun
2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin
Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin
(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun

2019 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten
Tapin Tahun 2017 Nomor 09, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 04);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11
Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tapin Tahun 2021 Nomor 11);

Peraturan Bupati Tapin Nomor 38 Tahun 2021
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2021 Nomor 38);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 38 TAHUN
2021 TENTANG  PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 38 Tahun
2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten
Tapin Tahun 2021 Nomor 38), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun
Anggaran 2021 direncanakan semula sebesar
Rp1.778.916.499.244,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh
delapan miliar sembilan ratus enam belas juta empat ratus
sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh empat
rupiah) bertambah sebesar Rp710.937.500,00 (tujuh ratus
sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus
rupiah) sehingga menjadi Rpl1.779.627.436.744,00 (satu triliun
tujuh ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh
tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus empat
puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp1.302.922.624.512,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp710.937.500,00
Jumlah Pendapatan Daerah Rp1.303.633.562.012,00

setelah perubahan
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2. Belanja Daerah

a. Semula Rpl.777.416.499.244,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp710.937.500,00
Jumlah Belanja Daerah Rpl1.778.127.436.744,00

setelah perubahan
3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp475.993.874.732,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp475.993.874.732,00
setelah perubahan

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp1.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Rp1.500.000.000,00
setelah perubahan
Jumlah Pembiayaan Netto Rp474.493.874.732,00
setelah perubahan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp0,00

Ketentuan dalam Lampiran I. Ringkasan Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Yang Diklasifikasi
Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 diubah,
sehingga Lampiran I. Ringkasan Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Yang Diklasifikasi
Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 berbunyi
menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. Ringkasan
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun
Anggaran 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.
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Ketentuan dalam Lampiran II. Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021
pada Dinas Pendidikan, Badan Pendapatan Daerah, Badan
Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit
Umum Daerah Datu Sanggul, Sekretariat Daerah, Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas
Perikanan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas
Pertanian, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi
Pamong Praja dan Kebakaran, Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Dinas Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja, Dinas
Perdagangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas
Perhubungan, Kecamatan Bakarangan, Kecamatan Candi Laras
Selatan, Kecamatan Tapin Utara, Kecamatan Bungur,
Kecamatan Tapin Selatan, Kecamatan Candi Laras Utara,
Kecamatan Lokpaikat diubah, sedangkan yang lainnya tidak
mengalami perubahan, sehingga Lampiran II. Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub
Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun
Anggaran 2021 pada Dinas Pendidikan, Badan Pendapatan
Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, Dinas Kesehatan,
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul, Sekretariat Daerah,
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas
Perikanan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas
Pertanian, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi

Pamong Praja dan Kebakaran, Sekretariat Dewan Perwakilan
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Rakyat Daerah, Dinas Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja, Dinas
Perdagangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas
Perhubungan, Kecamatan Bakarangan, Kecamatan Candi Laras
Selatan, Kecamatan Tapin Utara, Kecamatan Bungur,
Kecamatan Tapin Selatan, Kecamatan Candi Laras Utara,
Kecamatan Lokpaikat berbunyi menjadi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II. Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021
pada Dinas Pendidikan, Badan Pendapatan Daerah, Badan
Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit
Umum Daerah Datu Sanggul, Sekretariat Daerah, Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas
Perikanan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas
Pertanian, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi
Pamong Praja dan Kebakaran, Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Dinas Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja, Dinas
Perdagangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas
Perhubungan, Kecamatan Bakarangan, Kecamatan Candi Laras
Selatan, Kecamatan Tapin Utara, Kecamatan Bungur,
Kecamatan Tapin Selatan, Kecamatan Candi Laras Utara,
Kecamatan Lokpaikat yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 18 November 2021

BUPATI TAPIN,

~_ = 5 ¢ Pembina ttd
NIP. 19860517 201101 1 014
M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau

pada tanggal 18 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

MASYRANIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021 NOMOR 53



